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ABSTRAK

Akta dibawah tangan bukan sebuah akta otentik yang memiliki nilai
pembuktian sempurna.Sebaliknya juga akta otentik ialah akta yang dibuat oleh
suatu didepan pejabaty@mg di tunjuk oleh Undang- alang dan memiliki kekuatan

Keabsahan akta

jaminan fi aflya, apa akibat
hukum  terhaedy s90iluar wilayah
jabatannya wilayah Kota

Pekanbaru,
jabatannya
Penel

diluar wilayah

affdikelompokkan

kelam pene iperoleh secara
langsung da : a€litian ini bersifat
deskriptif. Penelitian ini dile i, di 1Ka eptfian Hukum dan
HAM. Data d Juna : flata primer dan
skunder.

Hasil p Akta Fidusia dan

Peran Notaris Undang Undang
yebfitkan bahwa yang
s, 4 edangkan Pasal 17
lndafig-Undang Nomor 30
g@Pahwa Notaris hanya

hukum atau wilayah

selanjutnya akan dijatuhi sanksr , sanksi bisa berupa pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat jika kesalahan fatal diberikan sanksi
pemberhentian secara tidak hormat. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh
Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris yang senantiasa selalu
melakukan pembinaan agar Notaris bekerja sesuai dengan ketentuan dalam UUJN
dan Kode Etik Notaris. Apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran dengan
membuat akta diluar wilayah kerjanya, maka sanksi yang diberikan adalah dengan
memberikan peringatan tertulis, melakukan pemberhentian sementara, dan
diberhentikan secara hormat.
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ABSTRACT

An underhand deed is not an authentic deed that has perfect proof value.
On the other hand, an authentic deed is a deed made by an official appointed by
law and has perfeci iary power. and repeate e parties if they want to
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namely getting sanctions in the™fe pal warnings and written warnings
which will then be subject to administrative sanctions, sanctions can be in the
form of temporary dismissal, respectful dismissal if a fatal mistake is given a
dishonorable dismissal. Supervision of Notaries is carried out by the Notary
Honorary Council and the Notary Supervisory Council who always provide
guidance so that Notaries work in accordance with the provisions of the UUJN
and the Notary Code of Ethics. If the Notary is proven to have committed a
violation by making a deed outside his working area, the sanctions given are to
give a written warning, make a temporary dismissal, and be respectfully
dismissed.
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berwenang untuk
sebagaimana dimaksud dala i dauberdasarkan UU lainnya. Istilah Notaris
pada dasarnya berasal dari bahasa Latin, notarius yaitu nama yang diberikan pada
orang-orang Romawi dimana tugasnya adalah menjalankan pekerjaan menulis
atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Notaris dalam

menjalankan jabatannya pada awalnya didasarkan pada ketentuan Reglement Op

het Notaris-ambt in Indonesie No. 1860 (Stb. No.3) yang 2 mulai berlaku 1 Juli
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1860. Peraturan ini berlaku hingga dikeluarkannya Undang Undang No. 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris. Pada tahun 2014 dikeluarkan U

ndang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai revisi

potaris yang

INI adalah

mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat
dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta
otentik yang dibuat oleh atau di hadapannnya, mengingat akta otentik sebagai alat
bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan

hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.
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Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh

peraturan  perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

mempunya

dalam men

diperbolehkan membuat akta, di dalam mana notaris sendiri, istrinya, keluarga
sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan
derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara
pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan
ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan

jabatan. Ketiga, notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta
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itu dibuat. Bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya)
dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk

membuat akta otentik. Keempat, notaris harus berwenang sepanjang mengenai

p. 49)

untuk meny@ig suatu perbus ] afbleh para pihak
dan sengajal@it | ikan als A Rafl otentik apabila
Notaris adalah
pejabat yan

adalah akta ik 3 S@ &l i gtidipungkiri bahwa

betul ditanggali sebenarnya atau ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan,
apakah isinya benar menurut hukum. Serba tidak ada kepastian. Suatu perjanjian
tidak harus dibuat dalam bentuk akta otentik, kecuali terhadap bentuk-bentuk
perjanjian tertentu yang diwajibkan oleh UU harus dibuat dalam bentuk akta
notaris atau akta otentik, seperti akta jaminan fidusia. Selain akta-akta yang telah

ditetapkan oleh UU untuk dibuat secara otentik, maka para pihak diberikan
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kebebasan untuk memilih apakah akan membuat suatu perjanjian dalam bentuk

akta otentik ataukah cukup dalam bentuk akta di bawah tangan (Kohar, 1993, p.

24-30).

jami ‘ ‘ gikut atau tambahan

(accesoj ; ‘ ‘\““ .Q& ‘ perjanjian

kredit. Bank G c perjanjian

pengikatam¥jaminag esoir ] attPrinsip 5 ¢ yaitu

collateral aig d
~ 5

AL gﬁ' kredit dibuat
)

Toeh ‘; k Tanggungan

(APHT) malip ) jami sebag palla akta perjanjian

kredit. Di dale ank: ; an p yaitu jaminan

Seperti halnya pada kantor wilayah Kota Pekanbaru banyak ditemukan
tidak terdaftarnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Pekanbaru.
Untuk menjamin sebuah kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang
dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran
jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusai dalam lingkup tugas

Departemen Kehakiman (Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang
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Jaminan Fidusia). Yang nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan
fidusia yang berarahkan Demi Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian itu

maka jaminan fidusia memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila

anj ada kreditur (parate

\‘ﬁ" by

perjanjian S | ‘ gafarkan di kantor
pendaftara tau ' e addibawah tangan
ialah sebuaf* al | at antara : disangkutan dan
pembuatannyastide dif dapen pejabat, pembuz 3 BVyang ditetapkan
oleh undang

Akta
yang dibuat oleh

h memiliki kekuatan

dijadikan alat bukti yang sah, misalnya dipengadilan.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah alat pembuktian
untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak
dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.Akta itu dikatakan otentik apabila

dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Otentik artinya sah, notaris ialah

pejabat yang berwenang dalam membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan
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notaris ialah akta yang otentik atau akta itu sah.Sering kali masyarakat kita
membuat perjanjian yang ditulis sendiri oleh pihak-pihak dan tidak buat

dihadapan notaris. Tulisan yang demikian tersebut ditulis pada akta dibawah

maupun de \ an d ) HF Tulisan-tulisan
otentik ber . e ibuat dal 5 Aditentukan oleh

| oyt i g ’ . .
dang S : at ( m) yanh diberi

Dengan permasalahan yang telah banyak dihadapi dalam jaminan fidusia,
sering muncul apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta dibawah
tangan. Hal ini dapat dijawab oleh penulis sah- sah saja jika digunakan namun
asalkan pihak mengakui keberadaan benda da nisi akta tersebut, dalam prakteknya
dilapangan karena kondisi tertentu yang menyebabkan hubungan hukum dikuatan

lewat akta dibawah yangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang,
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namun agar akta tersebut kuat dan sah, tetap harus dilegalisir para pihak kepada

pejabat yang berwenang.

Akta jaminan fidusia merupakan perjanjian pengikut atau tambahan dari

Pejabat yang terkait, akan tetapi kekuatan pembuktian hukum jaminan fidusianya
tersebut tidak sesuai dengan akta perjanjian jaminan fidusia dengan menggunakan
Notaris yang berada di Kota Pekanbaru sebagai jabatannya.

Dengan demikian, perlindungan hukum ketika jaminan fidusia tidak
didaftarkan sangat tergantung kepada akad dan perjanjiannya, yaitu jika dibuat

dengan akta dibawah tangan maka perlindungan hukumnya sesuai dengan
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perlindungan terhadap akta dibawah tangan, sedangkan apabila dibuat oleh atau
dihadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya menjadi akta notaril sehingga

kekuatan hukumnya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik, yaitu salah

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian diatas, maka yang
menjadi tujuan penelitian ini ialah:
a. Untuk mengetahui keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh

notaris diluar wilayah jabatannya
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b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembuatan akta jaminan

fidusia oleh notaris diluar wilayah jabatannya

c. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap notaris di wilayah

pta  Pekanbaru,

aflf, Kreditur atau

hukum.
D. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Akta
Akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang
memuat segala peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan,

yang dibuat sejak semula dan dengan sengaja untuk pembuktian
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(Mertokusumo p. 149). Pada umumnya akta merupakan suatu surat yang
ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal

yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatu perjanjian yang dapat

pana yang dinyatakan

SNt “,

diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang
mendapat hak dari mereka, suatu bukti yag sempurna tentang apa yang
dimuat didalamnya. Artinya, akta notaris menurut KUHpdt pada Pasal
1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang memiliki kekuatan

pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang
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sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian
yang lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Akta yang dibuaat oleh notaris dalam kedudukannya dapat menjadi

bentuk yang
oleh atau

enangan untuk

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang
memuat relaas atau menguraikan secara otentik atas sesuatu
tindakan yang dilakukan atau suatu keadaaan yang dilihat atau
disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris ssendiri pada saat
menjalankan jabatanya sebagai notaris. Dengan kata lain akta yang

dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat
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dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat

oleh notaris. Contohnya berita acara rapat para pemegang saham

dalam perseroan terbatas (Tobing p. 51-52)

pihak yang berkepentingan tanpa bantuan perjabat umum. Berdasarkan
Pasal 1874 KUHPdt yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan
ialah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar surat
urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tangpa
perantaraan seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan terdapat pada

Pasal 1874 KUHPdt sampai Pasal 1880 KUHPdt (Samudera p. 43).



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

14

Adapun yang termasuk akta dibawah tangan ialah:
1) Legalisasi

Legalisasi 1ialah akta dibawah tangan yang belum

g didaftarkan

sudah ditanda

dan tidak ada kepastian tanda tangan, pada saat diwarmerking
suatu akta tersebut sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
Jadi yang memberikan warrmerken tidak mengetahui dank arena

itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya (Koesoemawati

dan Rijan p. 30).



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

15

¢) Kekuatan Pembuktian Akta
Hal yang terpenting dari masalah kekuatan pembuktian suatu

jaminan fidusia ialah kekuatan pembuktian yang lengkap.Bukti

kukan dengan

cara tertulih

akta dibawah tangan sering menjadi pilihan untuk melegalisasi setiap
perbuatan hukum khususnya dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat
dibawah tangan ialah perjanjian yang dibuat sendiri oleh pihak yang
berjanji tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan
dengan kebutuhan para pihak terkait tersebut. Sedangkan kekuatan dan

keabsahan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila
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para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengetahui adanya
perjanjian tersebut (mengkaui adanya tanda tangannya dalam

perjanjian yang telah dibuat). Artinya salah satu pihak dapat

am pembuatan
gdingkan dengan
fidusia, namun

pembuktiannya

kekuatan nilai

sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.Jika
dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan
hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka
akta tersebut berlaku sebagai akta otentika, sampai terbukti
sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta

tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban
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pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keontetikan akta
notaris yang bersangkutan baik yang ada pada Minuta dan Salinan

serta adanya Awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta

DNt
S
3
c
=3
[

pada saat yang

AL

yang sudah
formal untuk
, tanggal tahun

ang menghadap,

AaNaAky

saksi dna Notaris
an, didengar oleh

dan mencatatkan

Bila aspek formal dipermasalahkan oleh par apihak, maka
harus dibuktikan dengan formalitas dari akta, yaitu harus dapat
membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul
menghadap menbuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat,
disaksikan dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat

membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan pihak
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yang diberikan atau disampaikan dihadapan notaris, dan
ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yan

diberikan atau disampaikan di hadapan notaris, dan ketiddak

p@atl penting, bahwa

Pliktian yang sah

Kecuali ada
pernyataan yang

At (atau berita acara) atau
keterangan ‘ d@inilai benar. Perkataan yang
kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang
benar atau setiap orang datang menghadap notaris yang kemudian
keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai
telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/ keterangan
para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut

tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian, isi akta
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notaris mempunya kepastian sebagai yang sebenarnya, dan menjad

bukti yang sah diantara para pihak dan para ahli waris serta

penerima hak mereka.

ibaga penitipan.

disebut secara

jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap menguasai
secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali
kepemilikan tersebut kepada debitur jika utangnya sudah dibayar lunas.
Dan hal ini berbeda dengan gadai, yang mengharuskan penyerahan secara
fisik benda yang digadaikan, dalam hal ini fiducia cum creditore pemberi

fidusia tetap menguasai benda tersebut.Pemberi fidusia tetap dapat
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menggunakan benda yang dimaksudkan dalam menjalankan usahanya

(Tumbuan, 2009 p. 14).

Menurut asal katanya kata fidusia berasal dari kata Fiduciare atau fides

penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan menurut Oey Hoey
Tiong menyatakan bahwa fidusia sering disebut dengan jaminan hak milik
secara kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-
benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi.
Menurut Pasal 1 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia dan selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia ialah hak jaminan
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atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam UUHT yang

ebagai agunan bagi

Sty

O

et

dengan cara

yang berarti

yang

‘g\%\“%\

(¢ .‘
o
-
(2]
5
5
5
=0
w
D

(@]
QD
5

-
N

peneri
sesuatu
yang tidak De
bergerak maupun V& ‘ gesakiVang tidak dapat dibebani hak
tanggungan atau hipotek (Sofwan, 2008 p. 60).
b. Perjanjian Jaminan Fidusia bersifat Accesoir

Jaminan fidusia bersifat accessoirartinya jaminan fidusia bukan hak
yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaan atau hapusnya tergantung
perjnajian-perjanjian pokoknya.Yang dimaksud perjanjian pokok ialah

perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak atau untuk
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memenuhi prestasi, contoh nya yang menimbulkan kewajiban para pihak
untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang

dapat dinilai dengan uang.

8O0 tentang Jaminan

eé ikutan dari

para pihak

)

o
Vel
&

@i hukum ikutan
8K jaminan fidusia

akta otentik.

perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut :
1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian

pokok;
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3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilasanakan jika

ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau

tidak dipenuhi.

ituterus mengikuti bendanya di manapun berada atau di tangan siapapun
berada.

3) Hak kebendaan yang lebih dulu terjadi mempunyai tingkatan yang lebih
tinggi daripada hak terjadi kemudian.

4) Hak kebendaan mempunyai sifat droit de preference yaitu hak yang

lebih didahulukan.
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5) Gugatan hak kebendaan disebut gugat kebendaan.
Namun sifat ini dikecualikan untuk objek jaminan fidusia yang

berbentuk benda persediaan (inventory). Objek jaminan fidusia yang

walaupun penerima fidusia t€ d orang yang pailit atau dilikuidasi.
Hak utama dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya

kepailitan dan/atau likuidasi dari pemberi fidusia, benda yang menjadi

objek jaminan fidusia itu termaksud dalam boedel kepailitan pemberi

fidusia.Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan

fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang.Hal
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ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan.

3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

6)
7)
8)

9)

ispudensi  berkali-kali

Benda tidak bergerak yang*tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
ataupun hipotek

Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.

Dapat atas satu satuan jens benda.

Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.

Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
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10) Benda persediaan.
Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak

Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur

dalam Undang b

o 1SS L B

Rumah Susun.Yang

1) Benda bergerak berwujud;*€ ya . kendaraan bermotor,alat investaris

kantor, perhiasan.

2) Barang bergerak tidak berwujud, contohnya : wesel, saham,
obligasi,konosemen, sertifikat deposito.

3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak
berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak

bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
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4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia
diasuransikan.

5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungag ilik satuan rumal as tanah hak pakai atas

kepada pihak lainanpa sepengetahuan penerima fidusia (yang pertama). Hal ini

dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai Jaminan Fidusia.
Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat

kedudukan pihak pemberi fidusia yang berada dibawah naungan Departemen

Kehakiman RI. Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran
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Jaminan Fidusia tersebut. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal
sebagai berikut :

1) Benda objek jaminan fidusia yang berada didalam negeri (Pasal 11 ayat

().

ayat (2)).

6 ayat (1)).

)
*ﬁ»‘,‘“ LS8 S il 1 b
RS ITHE R s
ak : tetapi perlu
ol
ah satu sasaran
No. 42 Tahun

\ tidak pernah di

ini, unsur

vend pinam fidusia ini memberikan

W,

ak kepada pihak pemberi fidusia

hak yang didahuM .@ ‘
lain. Karena jaminan fidC
untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan
kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang
fidusia tersebut dapat memberikan jaminan terhadap kepada pihak penerima
fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan
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Pembiayayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan
Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 1 dan 2, Perusahaan Pembiayaan yang

melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan

pembeban ¢ i D ian fidusia dimaksud

‘ ‘ Q!W““ .#@ g mengatur

akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, dengan mengurangi kemungkinan
adanya bukti tentang kebalikannya.

Jaminan fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan.yang memberikan kedudukan yang paling

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah termasuk

kedalam j' | z dengan cara survey

Nl ‘ !h‘!\“ .0@

dan ciri yang sama untuk ketetapan pada sebuah penelitian. Dan sampel
ialah sebuah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat
mewakili dari keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti
dalam menentukan penelitian.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini:



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

31

No

Nama Sumber

4)

5)

Undang-Undang NG

Populasi | Sampel | Persentase

Ket

n 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun

2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindaham,

Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang PPAT
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6) Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun

2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

7) Kode Etik Ikaran Notaris Indonesia

memberikan

lari literatur-

berhubungan

dalam penelitian ini ialah:
a. Kuesioner
Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar
pertanyaan yang akan dipersiapkan untuk responden. Pertanyaan
tersebut berhubungan dengan keabsahan akta jaminan fidusia pada

notaris diluar wilayah jabatannya.
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b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data melalui sesi Tanya jawab

yang penulis lakukan pada responden yang dilakukan secara lisan atau
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

ang dijalankan
dan memiliki
wewenang URiuk memt a aute ewena ya yang diatur

oleh UUJN.

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang. Selanjutnya dapat dilihat kewenangan Notaris selain
membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga

memiliki wewenang untuk :
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1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

kh y
usus “
Gat ¥

3. alinan yang
<

surat yang

4,

5 atan akta

6.

1.
in kewenangan
sebagaimana aris  mempunyai
kewenangan dangan. Berbeda
dengan rumusan Notaris yang lama
(PJN, Ordonansi nisikan notaris sebagai
pejabat umum yang sat Ontuk membuat akta autentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan
dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya
dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta
itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

pejabat atau orang lain.
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Pengertian notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang

membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN.

Penggunaan kata satu-satunya (uitsluitend) dimaksudkan untuk memberikan

perundang-u

=0

autentik, maka

(?‘ t_
>
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=
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untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk
membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-
undangan (khusus) lainnya.

Dalam UUJN terminologi satu-satunya (uitsluitend) tidak lagi
dicantumkan. Meskipun demikian pengertian notaris tidak berubah secara radikal.

Hal ini dikarenakan terminologi uitsluitend telah tercakup dalam penjelasan
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UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang

untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak

dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Selanjutnya dalam penjelasan UUJN

oleh pihak ban para pihak

demi kepa pihak yang

berkepenting

sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat

Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan pasal 37 ayat (3) dan (4)
Peraturn Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti

tersebut diatas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan
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mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari
instansi Pemerintah.

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris

adalah menjadi g ‘ ‘ adalah membuat akta

autenti i ‘ ‘W\“ .e g, ditentukan
E]»

oleh una ik : umum yang

ars sebagai akta

(openbaar amibte S ang menjadi : ia diangkat dan
diberhentikangoleh | h dan dib ri - wewens ke wajiban untuk
agei pejabat umum

ikut serta mé : awaan (gezag) dari pe gl Notaris disebut

jabatannya dan selanjutnya notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris
diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima gaji
dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan notaris diperoleh dari honorarium
kliennya.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-

undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
N dis1y yejepE U udmnyjoq

39

pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya
dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat

pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun

dan lain-laif sg a-akta 0 Mme 2 ang usaha dan

perdagang

jabatannya, Q 13 \ @njabatannya di dalam

daerah tempatike g engan demikia aLi PP mempunyai hanya

luar tempat

notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar, maka akta
yang dibuat oleh notaris tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan
sebagaimana akta di bawah tangan.
B. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh

para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan
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pejabat yang berwenang. Jadi akta di bawah tangan tersebut cukup dibuat oleh

para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut,

misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ketidakikutsertaan pejabat yang

uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau
setidak-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan
sendiri dengan huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan
itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima

sebagai sutu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 BW)
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Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh
para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang

berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah

Peradilan - ha Negaré a akta dibawah tangan adalah

surat yang gkutan dengan

AN

maksud un atau peristiwa
ang dianggap

sebagai tulis i bawah tangan,

-Asn AN

surat, daftar, lain yang dibuat

Notaris dan dihadapan Notarls ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada
legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

b. Waarmerken
Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal

yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris
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untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak
menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah

penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal

atikan Pasal 1

andatanganan, tempat
5) Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil

b. Akta di Bawah Tangan
1) Akta di bawah tangan tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas
2) Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan

3) Tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu pasti
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4) Akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai

kekuatan eksekutorial

5) Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan

dengan ma

dimintakan muat : ) n. Akta otentik

mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan
sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan
itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara
lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan

sebagainya.
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Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang

divat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan

para penghadap (comparanten

c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang
Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam

daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta
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yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya
menjadi tidak sah.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

pekerjaan yang me sefta tide nemihak dalam menjalankan

jabatannya.
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah
hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata maka bentuk

akta otentik ada dua, yaitu:

a. Akta Partij atau akta pihak
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Yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang dibuat

berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris, dan

keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk

akta Notaris dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan.

Akta relaas atau akta pejabat

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani
akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya
para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatangani, Notaris

cukup haya menerangkannya dalam akta.
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Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian

sebaliknya terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta

pejabat atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh

a pihak, jika

t Umum tidak

para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik
merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak
memerlukan suatu penambahan pembuktian. la merupakan suatu alat bukti yang

mengikat dan sempurna.
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Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian
sebagai berikut :

1. Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari,
tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap,
saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan,
didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan

keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).
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Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus

dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan

ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap,

yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau
keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris
dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan
atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika
ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi

tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan
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demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya,
menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para

penerima hak mereka.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

8. Yang Dibuat Oleh

N ‘ !\\\“ ."

dalam rang raka iar akta ofentik. Akta otentik
sebagai ala pelaksanaan
permbuatan s dipenuhi agar

akta otentik secara hukum.

diakui sebagai akta otentik. Syarai-syarat tersebut harus dipenuhi secara
keseluruhan karena hal tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-
undangan.

Tugas Notaris dalam hal pembuatan akta jaminan fidusia yaitu
melegalisasi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pemberi jaminan fidusia dan

penerima jaminan fidusia dan dituangkan dalam sebuah akta otentik dalam hal ini
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adalah akta jaminan fidusia. Isi dari akta jaminan fidusia telah baku dan
ditentukan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

maupun organisasi Notaris yang mana salah satu isipasal dalam akta jaminan

fidusia menent pakan bagian yang

e@ ‘ oleh para
2
ahyng terpenting
ersebut, maka
perjanjian dilangsungkan
diantara pa itarik kembali

atau dibats

AHRACAGNY

mempunyai kekuatan pe 2 ane purna apabila tandatangannya
diakui atau tidak disangkal kebenarannya oleh orang yang bersangkutan.
Dengan diakuinya keaslian tandatangan pada akta di bawah tangan, maka
kekuatan pembuktian formal dari akta di bawah tangan itu sama dengan
kekuatan pembuktian formal dari akta otentik.

Suatu akta di bawah tangan yang tandatangannya diakui oleh orang

terhadap siapa akta itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut undang-
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undang dianggap sebagai tandatangan diakui, memberikan terhadap orang-
orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti akta

otentik. Akta di bawah tangan misalnya surat perjanjian hutang piutang, surat

2021 meng 1 3 (tiga), yaitu

kepala akta tentang kapan
para pihak
pihak menghiida C Si - @ ﬂ g diperjanjikan

olehpara pi 3 g jia chut. apPakta merupakan

akta Notaris yang telah ditentukan, namun terdapat beberapa isi dan pelaksanaan
yang berbeda.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris, misalnya adalah surat panggilan
jurusita, surat putusan hakim, sedangkan akta perkawinan dibuat di hadapan
pegawai pencatat nikah dan surat perjanjian dibuat di hadapan Notaris.

Pegawai umum vyang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita, pegawai
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pencatatan sipil dan sebagainya, ada bukti induknya jadi tidak meragukan.
Kekuatan pembuktian sempurna tersebut berarti bahwa isinya akta itu

dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang

berlaku lagi.

AN

apabila dapat
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menyangkal tanda tangannya, tetapi Dagi para ahli warisnya atau orang-orang
yang mendapat hak daripadanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak
mengakui tulisan atau tandatangan itu sebagai tulisan atau tandatangan orang
yang mereka wakili.

Hasil wawancara dengan Annisa Ikhsan, SH., M.Kn pada tanggal 11 April

2021 diketahui Pendaftaran jaminan fidusia harus dibuat akta notariil, jika
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pendaftaran jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta notariil maka jaminan
fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan. Fungsi dari suatu akta adalah untuk

mendapatkan pembuktian sempurna di mata hukum. Karna jika sebuah akta dibuat

melalui akta ba pempunyai  kekuatan

‘ ‘ \\““ .00 masih bisa

fidusia.
Dalam" akta otentik ngan ti o lan akan tetapi

L Car y
dalam akta Sel ; ano faknya akta yang
bersangkut : ‘ | ot erupakan acara
pertama. Ap
sebagai pihak,

membuktikan

Pasal 1875 BW, jika akta dI bawah tangan tandatangannya tersebut
sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli
warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti
yang sempurna sebagai kekuatan formil dari suatu akta otentik.

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan

akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi
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fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk
mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat

diidentifisir dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh

sebagai alat B# ) dis da ﬁ sanaan hakim.

Pasal ans~Erse , iSa bawah tangan,

sempurna seperti akta otentik. Dari Ketentuan tersebut, bahwa akta di bawah
tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir
sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar yang
tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan dapat dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris

atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut
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aturan yang diadakan oleh undang-undang. Pembubuhan pernyataan oleh
Notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang seperti tersebut

diatas tadi disebut legalisasi yang berarti pejabat tersebut telah menjelaskan

akta otentik

haruskan oleh

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

¢. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
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e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. Membuat akta risalah lelang.

dihadapan

kedua belalig enghendaki demikian. e taris dalam hal

dihadapan Notaris
Notaris yang lain. dalam  melegalisasi  dan
mewaarmerking akta dibawah tangan terdapat dalam pasal 15 ayat (2) UUJN.
Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan
1. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan

Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan

membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli

warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan
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tersebut menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda tangan tersebut (pasal

289 R.Bg, 1876 BW). Dalam hal tanda tangan itu diungkiri, maka hakim harus

memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa (pasal 290 R.Bg, 1877 BW

kemungkin
mempunyai
tangan itu
sempurna

pihak ketiga

bebas.
elah diakui, maka itu
keterangan atau pernyataan daripada SI penanda tangan. Kekuatan pembuktian
formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil
dari akta otentik. Jadi di sini telah pasti bagi siapapun bahwa si penanda
tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil akta di bawah tangan

Menurut pasal 1875 BW (pasal 288 R.Bg) maka akta di bawah
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tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat
dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menanda tangani, ahli

warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti

memenuhi

BW yang

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan
diwaarmerking menurut penulis adalah kekuatan pembuktian yang sempurna
karena mengenai penandatanganan akta dan pembubuhan tandatangan telah di
saksikan oleh pejabat umum yang berwanang, sehingga sudah tidak perlu lagi

ada kesempatan membantah keabsahan tandatangan itu dari akta di bawah
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tangan yang dilegalisasi dan diwaarmerking oleh pejabat umum yang
berwenang, seperti yang dipertanggung jawabkan dengan akta otentik

keseluruhannya tentang keabsahan tandatangan para pihak. Jadi isi keterangan

di dalam akta di ) bukti benar terhadap
‘\
QL ‘ ‘ “m“‘ .Qa yataan itu
<

BW terdapatfpa , 383 BW. “I. u‘f gatur kekuatan

pembuktianS#iz gt ri pada ; n pembuktian

para pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di muka sidang.
dalam pasal 1889 BW menjelaskan bahwa apabila akta aslinya sudah tidak ada
lagi, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.Pasal 1889 BW,
berbunyi : bila tanda alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinannya

memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. salinan pertama memberikan bukti yang sama dengan akta asli,
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demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah hakim di hadapan
kedua belah pihak atau setelah kedua belah ini dipanggil secara sah,

sebagaimana juga salinan yang dibuat di hadapan kedua belah pihak

pan akta asli
salinan, dapat

ilang;

S ELEY

at oleh notaris

olen seorang

o L24 & |

nya menyimpan

dipakai sebagai

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung
manfaat bagi para pihak yang berpekara, sehingga pertimbangan hakim ini

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim

tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbagan
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hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian,

dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan petimbangan

B. Akibat hukum terhadap pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris
diluar wilayah jabatannya
Akta yang dibuat Notaris merupakan akta otentik dimana akta otentik
merupakan suatu alat bukti yang sah dan sempurna. Sebagai alat bukti yang
sempurna, akta otentik yangdibuat Notaris di dalam wilayah kerjanya maupun di

luar wilayah kerjanya memilikikedudukan hukum tersendiri. Kedudukan hukum
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akta yang dibuat Notaris di dalam wilayah kerjanya maupundi luar wilayah

kerjanya,sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Notaris

peraturan ak itugaskan a QliRaNSKeEDdda pejabat atau

orang lain. Kewenan is dalam me Akt 5 idasarkan pada

yang berwenang untukitu, ditempat dimana akta dibuatnya. Hal tersebut
ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPdt. Satu-satunya pihak yang berwenang untuk
membuat akta otentik adalah Notaris. Akta Notaris menurut mempunyai kekuatan
pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna
sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama

ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan seperti yang telah ditentukan dalam
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KUHPdt Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg285). Kedudukan hukum dari akta

otentik sebagai akta yang dibuat Notaris, yaitu:

a. Kedudukan Formil

untuk

atau kota. Ketentuan Pasal 19ayat(1) UUJN mengatur bahwa Notaris mempunyai
wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.
Notaris memiliki satu tempat kedudukanya itu berarti Notaris memiliki kantor di
daerah kota/kabupaten dan hanya mempunyai 1(satu) kantor pada derah

kota/kabupaten. Kebutuhan Notaris pada satudaerah akan disesuaikan dengan
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formasi yang ditentukan pada daerah kota atau kabupaten berdasarkan Keputusan
Menteri sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 22UUJN.

Hasil wawancara dengan Annisa Ikhsan, SH., M.Kn pada tanggal 11 April

percaya ba " usia 2 gsang jaminan yang
berada dald Saannya - rtinya jaminan

fidusia tidakWbe end ceberadaannya ataL, N3 dtergantung dari

dibuat, dimana setiap Notaris telah ditentukandaerah hukumnya atau daerah
jabatannya dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu berwenang
untuk membuat akta otentik. Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada
dalam wilayah jabatannya.Akta yang dibuat oleh Notaris dalam wilayah

jabatannya merupakan sebuah akta otentik. Pasal 1870 KUHPdt menyebutkan

bahwa suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya
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atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna
tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik agar memiliki kedudukan

hukum seperti yang telah disebutkan diatas, maka akta otentik harus sah secara

ks T .
kantor pads : 3 pater te . afikan jabatannya

khususnya N me ts ; ilayah kerjanya

yaitu di dal ri wilayah kerja
disini adalah i wilayah kerja
Notaris.

Notaris memiliK pupaten atau kota dan
memiliki wilayah jabatan , artinya selama notaris tidak

meninggalkan wilayah jabatannya yaitu wilayah provinsi tempat notaris berada
maka apapun akta yang dibuat merupakan akta otentikdan sah.Dalam praktek
pembuatan akta jaminan fidusia seringkali timbul pertanyaan apakahseorang

Notaris melanggar ketentuan Pasal 17 UUJN apabila posisi kasus tersebut Notaris

berada di Daerah luar Kota Pekanbaru sedangkan perjanjian jaminan fidusia
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dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan objek jaminan fidusia berada di Kota
Pekanbaru.

Menurut hasil penelitian yang didapat, Ibu Salmah Khairani, SH pada tanggal

dibuatnya a ersel bila akta "?lTr ; gidPekanbaru oleh

notaris luar a Pe akta al agd yuridis karena

datang ke Kota

pihak berada diluar wilayah kerja Notaris dan Notaris pun meninggalkan wilayah
kerjanya maka itu tidak sah.

Dasarnya adalah diliat dari sisi Notaris itu sendiri, dimana wilayah kerja
Notaris tersebut dan dalam pembuatan akta apakah berada di dalam wilayah
Notaris tersebut atau tidak, bukan dilihat dari subjek para pihaknya. Para pihak

bebas datang darimana saja sepanjang Notaris tetap berada di wilayah kerjanya.
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Seorang Notaris ada kalanya juga dapat membuat akta di luar wilayah jabatannya,
antara lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 942 jo. 937 KUHPdt. Ketentuan-

ketentuan dalam pasal tersebut mengharuskan Notaris untuk menjalankan

2021 dikets an lerkal ‘ : buatan atau
tindakan yang ole 3 gar ﬂ atan Notaris
Indonesia Migue ) | Ny : afijabatan Notaris
yang melafg etentuan ke ot ¢ isasi. Terkait
dengan sa jai | upaya ‘ alik Notaris atas
pelanggar
dimaksudkany sebagaith sz v Sa ketaatan dan disiplin

Notaris.

suatu akta di bawah tangan yang dibentuk tanpa perantara pejabat yang
berwenang, hal inilah yang akan penulis uraikan dalam jurnal ini sebagai
informasi kepada para pembaca mengenai kekuatan hukum suatu perjanjian di
bawah tangan, baik kekuatan hukum dari segi mengikatnya terhadap para pihak

maupun dari segi pembuktiannya.
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Pasal 942 KUHPdt merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 17
UUJN. Ketentuan ini dalam prakteknya tidak selalu dilaksanakan sebagaimana itu

ditetapkan dalam Pasal 942KUHPdt tersebut, akan tetapi surat wasiat yang

bersangkutan disg al g dalam daerah jabatan

SOt ™

sumpah”.
sebagaima
kedua akta engan beberapa
formalitas t¢ i syarat sesuali

dengan yang

bukunya, bahwa rumus daripada perjanjian itu sendiri terdapat pada pasal 1313

KUH Perdata, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Namun apabila kita cermati rumusan pasal 1313 KUH Perdata tersebut,
rumusan ini sangatlah luas cakupannya, sampai juga mencacakup pada perjanjian

perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Oleh sebab itu Abdulkadir
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Muhammad, memberikan definisi perjanjian dalam artinya sempit, yaitu :

“Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang

pengeluaran anggaran biaya negara dan juga mempermudah pelaku bisnis yang
membutuhkan keamanan dalam menjalankan usahanya.

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa
perantara seorang pejabat umum. Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di
bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat

secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka
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berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-
undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat

ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau

memiliki K€k embuktia a atul akta autentik
(argument atangani surat
perjanjian fidak - ingkal  tanda /7 gebErarti ia tidak

menyangkal

apabila ant i Va elakuksa jar febut ada yang

sempurna, karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sempurna
disni berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya
sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan
oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak

dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila
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dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus
maminta alat bukti lainnya.

Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara

surat  perjanjian  terseb aj Ik membuktikan  kebenaran

penandatanganan atau isi akta tersebut.
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C. Bentuk pengawasan terhadap notaris di wilayah Kota Pekanbaru dalam
pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris diluar wilayah jabatannya

berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

ah Kota Pekanbaru,

SSsyety

an Kode Etik
Notaris agaf N dan tidak
melakukan t Notaris yang

mejalankan UJN dan Pasal

2% S L5

3 Kode EtiK yang melakukan

pelanggaran t sesuai dengan

ks

Pihak-pihak yang berwenang dalam menangani Notaris yang membuat
akta di luarwilayah kerjanya adalah:
a. Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk mengawasi kerja

Notaris danmelakukan pembinaan terhadap Notaris agar melaksanakan

tugas sesuai dengan aturanyang telah berlaku. Tugas tersebut dilakukan
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berdasarkan ketentuan Pasal 1 PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

(Permenkumham No. 7/2016). Apabila terdapat Notaris yangmembuat

akta di aris hanya menerima

S UVpnnantt 'e@

@layah Kkerjanya

otaristersebut

Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris sesuai dengan
Pasal 1Permenkumham No. 7/2016).

Menurut Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pekanbaru, Bapak Asvi
Maphilindo Volta, S.H., Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu
wadah untuk mengawasi Kinerja para Notaris di masing-masing wilayah

jabatannya. Majelis Pengawas Notaris danMajelis Kehormatan Notaris
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juga bersama-sama senantiasa mengawasi dengan baikkepatuhan dan
indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para Notaris, baik

adaatau tidak adanya laporan mengenai pelanggaran tersebut. Apabila

terdapat iadikasi_pelang Majelis Kehormatan

Nl L INECS by ",

Notaris. Majelis

memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik dari
adanya laporan dari masyarakat maupun dari hasil pemeriksaan
yangdilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan tersebut
didasarkan dengan adanya ketentuan Pasal 70 UUJN sampai Pasal 77
UUJN. Ketua Majelis Pengawas Daerah Pekanbaru, Ibu Sri Yuliani, S.H.,

M.H., mengatakan bahwa untuk menindaklanjuti adanya indikasi
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pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tentunyaharus didasarkan dengan
adanya data yang valid serta dalam melaksanakan tugasnyaMajelis

Pengawas Notaris harus selalu mengacu pada kewenangan dan kewajiban

anksi apabila
terdapat wilayah
kerjanya,se

a.

dapat dilakukan

ak yang merasa

anggota Majelis Pemeriksa dan dibantu olehl (satu) orang sekretaris.
Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang
memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pemeriksa
wajibmenolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan

perkawinan atauhubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah tanpapembatasan derajat, dangaris lurus ke samping sampai
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dengan derajat ketiga dengan Notaris. Apabila MajelisPemeriksa

mempunyai hubungan dengan terlapor, Ketua Majelis Pengawas

Notarismenunjuk penggantinya.

a8 Majelis Pengawas

‘ ‘ ““l“‘ .’a i suatu akta

-
S
)
QD
o
QD
>
<
QD

Dan HAM Nomor M.02 Tahun 2004 (PermenkumhamNo.M.02/2004).

. Pemanggilan terhadap Pelapor dan Notaris

Proses pemanggilan dilakukan apabila dalam pemeriksaan terdapat
indikasi bahwa Notaris telah membuat akta di luar wiayah kerjanya.
Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor

dan terlapor dalam hal ini terlapor adalah Notaris yang bersangkutan.
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Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalamwaktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang, dan dalam keadaan

mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili yang segera

't pemanggilan *
N LINSRSY .
: @Sm ]m 16 'gf ya. Putusan

bandingdianggap

maka putusan

Pusat, maka putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dikuatkan. Majelis
Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusansendiri berdasarkan
kebijaksanaan dan keadilan.Tindakan-tindakan yang dilakukanMajelis
Pemeriksa Pusat, Majelis Pengawas, dan Majelis Kehormatan

didasarkan padaketentuan PermenkumhamNo.M.02/2004.
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Ketua Majelis Pengawas Daerah Pekanbaru, Ibu Sri Yuliani, S.H.,
M.H., mengatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki

kewenangan untuk memeriksa apakah Notaris tersebut melanggar

ik Notaris. Majelis

‘\h\“\‘ '9@

tersebut pada
an teguran bila
esalahan yang
ara dan dapat
tusan hingga ke

id, karena telah

laporan dari pihak yang merasa dirugikan maupun masyarakat yang
menunjukkan bahwa Notaris yang berkedudukan di Pekanbaru
membuat akta jaminan fidusia di luar wilayah kerjanya. Sering
ditemukan bahwa terdapat akta jaminan fidusia yang mana perjanjian
fidusia dan objek jaminan fidusia berada di wilayah yang berbeda

dengan wilayah kerja Notaris tersebut. Hal tersebut diperbolehkan
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asalkan para pihak yang datang ke wilayah Notaris dalamhal

pembuatan aktanya bukan Notaris yang keluar wilayah kerjanya untuk

membuatakta tersebut. Majelis Pengawas Notaris dan Majelis

suatu poin untuk selalu taatpada aturan tersebut. Majelis Pengawas
Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris harus senantiasa melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, dimana diharapkan
dengan adanya dua Majelis ini dapat mengurangi kasus hukum yang

melibatkan kesalahan dan pelanggaran oleh Notaris.
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BAB IV

PENUTUP

Pembuatan

tahun 1999

Notaris hanya

atau wilayah

nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
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fatal diberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Kedudukan
Akta Fidusia yang dibuat Notaris diluar wilayah Jabatannya akta notaris
tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan seperti
akta dibawah tangan apabila ditanda tangani oleh para pihak yang

bersangkutan. Kebatalan akta notaris meliputi; dapat dibatalkan, batal
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demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah

tangan.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris

tidak mengambil kewenangan, tugas serta kewajiban yang memang diluar

wilayah jabatanya.

. Pembuatan akta Notaris harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah

ditentukan dan mengikuti format akta notaris yang telah yang telah
dibakukan oleh Depkumham maupun organisasi Notaris itu sendiri.

Pembuatan akta jaminan fidusia harus memenuhi ketentuan pada UU
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jaminan fidusia agar akta yang dibuat dapat menjadi akta otentik yang sah
dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Notaris harus

membuat akta didalam wilayah kerjanya agar sesuai dengan

kewenangg _ dalam melaksanakan
‘ ‘ ‘ ‘ \"“ .Q% gila Notaris

1 e@ anya dapat

: pihak yang

* ﬁ' lapat menjadi
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